PERATURAN DAFRAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAITUN 2002

TENTANG

IZIN PENY ELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

Mermmbang -

Mengmgrat

[

DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DUPATI KLATEN

balwa dengan  diborlakukanmya  Susunan  Organisasi dan  Tatakerja
Perangkat Dacrah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi scbagai
Daerah Otonom. maka mengakibatkan adanya perubahan tugas dan
kewenangun yung harus ditangani oleh Pemermtah Daerah termasuk
didalamnya adalah pengaturan temtang izin usaha di  Bidang
Keparmisataan;

bahwa berdasarkan perimbangan schagaimana dimaksud pada huruf a
dintas periu menctapkan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten fentang
Izin penyolenggaraan di Bidang Keopariwisataan.

- Undang-undang Nomor 13 Tshun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-

dacrah  Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi fawa Tongah (Berila
Megara Talun 1950 Nomor 42);

Undang-undang Nomer ¢ Tahun 1990 tentang Kopariwisataan
(Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomar 3427y,

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Dacrah
{I.embaran Negara Tahun 1999 Nomeor 60, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839);

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pomerintah Pusat Dan Dacrah (Lembaran Nogara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848):

Peraturan Pemerintah Momor 32 Tahun 1950 tentang Penctapan Mulai
Berlakunya Undang-undang Nomor 12, 13, 14 dan 15 Tahun 1950
{Berita Negara Nomor 59 Tahun 1950);

Foraluran Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 lentang Penyelenggaraan
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tabun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3638),

Peraturan Pemerintsh Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kowenangan  Propinsi schbagai Dacrah  Otomom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara
Nomaor 3952):

Feraturan  Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Orpanisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
165%

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
{ Lembaran Negara Tahon 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4139);




10, Peramran Dagrah Kabupaten Daerah Tingkat IT Klaten Nomor 10 Tahun
1987 ientang Penyidik Pegawai MNegeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat 11 Klaen ( Lembaran Daerah Tahun 1987
Momor 105

11, Peraturan Dacrah Kabupaten Klaten Nomor 23 Tahun 2001 icniang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Kantor Panwisata
{ Lembaran Dacrah Tahun 2001 Nomor 23 ).

Dengan persetujuan
DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

MEMLUTTUSKAN ;

Menctapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TENTANG FIN
PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

BAaB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Dacrah adalah Daerah Kabupaten Klaten,

2. Pemerintah adalah Pemernntah Kabupaten Klaten

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

4. Pariwisata adalah segala sesualy yang berhubungan dengan Pariwisata, tormasuk
pengusaan obvek dan daya tarik wisata serta ussha-usaha yang terkait di bidamg tersebut.

5. Kopariwisataan adalah sepala scsuatu yang berbubungan dengan  penyclenggaraan
Pariwisata,

6. Usaha pariwisata adalah kegistan yang bertujusn memyclenggarakan jasa Pariwisata,
menyediakan atau menguasahakan obvek dan dava tarik wisata, usaha sarana parrwisata,
dan usahe lun yang terkait &i bidang lemsebut.

7. ljin penyelenpgaraan Pariwisata adalah ijin yang diberikan olch Bupati untuk menjatankan
usaha kepariwisataan setelah memenuhi syarai-syarat perijinan vang ditetapkan.

8. Wajib Reribusi adalah orang pribadi atau badan vang menuns peraturan perundang-
undangan retribusi diwafibkan untuk melakukan pembayaran retribus.

9. Retribusi Irin Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisatzan yang sclanjutnya dischbut
retiibusi  adalah  pungutan Daerah  sebagal pembayaran  atas pemberian  i2in
penvelonggarsan Kepariwisatsan  yang khusus disediskan dan / atou diberikan oleh
Pemennlah Dacrah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Masa Retribusi adalah suaiu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi
Waijib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan terientu dari Pemerintah Dacrah
vang bersangkutan.

11. Sural Sctoran Retribusi Dacrah yang disingkat SSRD adalah swat yang oleh Wajib
ko Kas Dacrah atou ke tompat pembayaran lain yang ditctapkan olch Kepala Dacrah.

12. Surat Ketetapan Retibusi Dasrah yang dismekat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi
yong menentukan besarnya pokok retribusi,

13. Sural Tagihan Retribng Dacrah vang disingkat STRD adalah Surat untuk metakukan
tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

14. Kas Daerah adalah Kas Dacrah Pemerintah Kabupaien Klaten.



BAB 1T
PENGATURAN

Hagjan Perfama
Izin Penyelengearaan df bidang Kepariwisataan

Pasal 2

Izin Penyelenggaraan di bidang kepariwisataan terdiri dari :
a. Usaha Jasa Pariwisata;

b, Pengusahaan Obyek dan Daya tank wisata;

¢. Usaha Sarana Wisala.

Pasal 3

{l}llsmIummmﬁnMpﬂaPﬂzhmianﬂmrﬁhﬂ
terdin dan :
Jusa Biro Pegjalanan Wisata;
Jasa Agen Perjalanan Wisata
Taga isata;
Jasa Konvensi, Perjalanan Infonsif dan Pameran,
Jasa impresanat;
Jasa Konsulian Panwisata;
Jasa Informasi Pariwisata,
{Z}Iwmjﬂkdmnlyn'rnﬁ“rm“bww pada Pasal 2 huruf b
Peraturan Daerah ind terdin dari
a. Pengusahaan Obvek dan Daya Tarik Wisata Alam,
b. P k dan Tarik Wisala Budaya;
c. PWWWMMETIEMWM;
., Usaha Rohoreasi dan Hiburan Ulmiam.
(3) Usaha Sarans Pariwisata sehapaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf ¢ Peraturan Dacrah
Penyediaan Akomodasi;
Penyedisan Makan dan Minum;
Penyvediaan Angkutan Wisata;
Penvediaan Sarana Wisata Tirta;
Penyelcngparaan Kawasan Pariwisata.

B pooSE

o ap T

Pasal 4

(1) Pengusshasn Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam schagaimana dimaksud pada Pasal 2
avat (2) huruf a Peramran Daerah ini terdin dar
a. Pemandangan Alam atan Buatan,
b. Danau, Waduk dan Sungai;
g, Croa-goc;
d. Tamin-laman;
g Hutam;
f Kebun Bmatang dan atou Kebun Raya.
(2} Pengusahaan Obyek Wisata dan Dava Tank Wisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 2
aval (2) hurul b Persturan Dacrah ini terdin dan :
a Peninggalan Sejarah Dan Purbakala;
b, Art Gallery;
(3) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum scbagaimana terschut pada Pasal 3 ayat (Z) hurufl d
Peraturan Taerah ini, ferdin dan :
a. Bar
b, Café
<. Pub



Rioskop
Rumah Billiard (Bola Sodok)
Fant Pijat
Permainan Hiburan
Play Station
I huarin F ot
Taman Satwa dan Pentas Satwa
Penias Satwa
Grelangpang Renang

. Kolam Memancing
Balai Periemuan [Tmum Besar
Balai Pertemuan Umum Kecil
Barbershop
Salon Rias
Taman Rekreasi
Hiburan Keliling / Pasar Malam
Pentas Musik
Olah Raga Komersial Besar
Mah Raga Komersial Eecil

sEgrpAasPERgEETIERE R

Pasal 3

(1) Usaha Penyediaan Akomodasi schagaimana dimaksud pada Pasal 3 avat (3) hurof a dapat
berupa @
. Usaha otel;
b. Usaha Pondok Wisata;
¢ 1Fsaha Bumi Perkemahan:.
{2) Usaha Penyediaan Makan dan Minum scbagaimana dimaksud pada Fasal 3 ayat (3) buruf

b dapal berupa
d. HWistoran dan stan Bar;
b. Jasa Boga.
Bagian Kedua
Kewapban Dan Hak
Pasal &

{1) Setiap orang pribadi atmn Badan yang membernkan pelayanan di bidang keparmwisataan
kepada masyarakal wajib memiliki lan dan pemerintah,

{2) Pemerintah wajib memberikan pelayanan kepada orang pribadi atau Badan vang
mengnjukan permohonan izin dimaksud berupa izin penvelenggaraan kepariwisataan.

(3) Seuap orang pribadi atsu badan sebhagaimmna dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak
mendapatkan pelayanan izin penyelenggaraan di bidang kepariwisataan,

{4) Pemérintah mempuenyai hak menerima dan atau memungint retribusi izin penyvelengaraan
th Bidang kepariwigainamn,

(5) Pemcrimah mompunys hak uniuk menolak dan mencabut izin penyelenggaraan di bidang
kepariwisatan apabila berfentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlakuo.

Bagian Ketiga
Janghks Waktu Berlskunys Lan

Pasal 7

{1} Jangks waktu berlokunya izin penyvelenggraan di bidang kepariwisataan di tetapkan
sglama usaha terscbul masih berjalan.

(2) Dalam rangka penpendalian  dan  pengawasan  izin  penvelenggarsan & budang
kepariwisataan dilakukan pendaftaran ulang sctiap 5 (lima) tabun sckah.



i3) Untuk rekreasi dan hiburan umum setiap mengadakan kegiatan haros mendapatkan izin
terlebily dabulu dan Bupati atau pejabat yang ditenjuk dengan membayar retribusi,
(4) Dalam rangka pengendalian dan pengawasan seria pembinaan usaha sarana pariwisata
pengusaha wajib membayar retribusi setiap kamar per tahun.
Tata Cara Uniuk Memperoleh [zin

Pasnl &

(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan usaha di Bidang Kepariwisataan
wijib memperoleh tzin dari Bupati,

(2) Tata Cara untuk memperolch 17in sehagmimana dimaksud pada ayat (1) hams mengajukan
permohonan sccara  foriulis kopads Bupasti dan mombayar retribusi scsuai  dongan
ketentuan dalam Peraturan Dacrah i

BAR I
RETRIBUSI IZIN PENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

Bagian Pertama
Nama, Obyek dan Subvek Retribusi

Pasal %

(1) Dengan pembenian Perizman Penyelenggarasn 14 Bidang Kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini, Pemenntah Daerash memungut retribusi

dengan nama Retribusi Izin Penyelenggaraan Di Bidang Kepariwisataan,
(2) Obyck retibusi adalih izin yang diberikan olch Pemerintah Dacrah schagaimana
dmazkaud pada Pagal 2 Peraturan Diaerah

{3) Subyck remmibusi adalah orang pribadi atan badan yvang memperolch ixin penyclengsaraan
i hidang Kepariwisataan.

Baglan Kzdua
Golongan Retribusi

Pasal 10

Ketrbusi lzin Penvelenggaraan di Bidang Kepariwisataan fermasuk Metribusi Perizinan
Tertantu.

Cara Mengukur Tinghat Penggunaan Jass

Pasal 11

Bagian Kccmpai
Prinsip dan Sasaran dalam Penctapan Strukiur Besarnya Tarif

Pasal 12

Prinsip dan sasaron  dalam  penctapan  strukiur dan  besamya tanf moirbusi  izin
penvelenggaraan di bidang Kepariwisataan didasarkan pada kompensasi vang layak sebagai
penggantt biaya pembenian izn pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan izin
penvelenggaraan usaha i bidang Kepariwisataan .



Pasal 13

Resamya tanf retribusi schagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Dacrah ini, ditetapkan
sehagaimana tercantum dalam Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Dacrah ini.

Bagian Kclima
‘Wilayah Pemungutan

Pasal 14
Fetribusi dipungut &i Wilayah Dacrah.

Bagian Koenun
Tata Cara Pemungutan

Pasal 15

(1) Pemunguian retribusi tidak dapat diborongkan.
{2} Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain vang dipersamuakan.

Ragian Ketujuh
Sanksi Administrasi

Pasal 16

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunva kurang membayar,
MMWMNWME%{MW}MMPMM
hmmy;fem‘hmiyungmmmgymgﬁdﬁnmhwmghmwimdhagihdm
mengeunakan 3 TRD.
Bagian Kodelapan
Tata Cara Pembayaran retribuosi

FPasal 17

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang dimnjuk olch Bupati
sesuam wakiu yang ditentukan dengan menggunalkan SKRD.

(Z) Apabila pembayaran rotribusi dilakukan di fempat lain yang ditunjuk, maka hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya | x 24 jam  atau
dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

(3) Apabila pembayaran retribusi sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
hwnwahmk:dh%nﬂminﬂmﬁﬁhﬁbuupndnﬁambm 2 % (dua persen)

Pasal 18

(1) Pembayaran retribusi yang dilakukan seoara tunai dan hunas.

(Z) Bupah atas Pejabat vang ditunjuk dapat memberikan izin kepada waiib retribusi untuk
mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan
Vang diteninkan.

(3) Angsuran pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada avat (2) harus dilakukan
secars teratur dan berturis-tur,

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepads Wajib Retribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang diteniukan sctelah memenuhi
persyaratan vang ditentukan.




(5) Pmmmmmwsmmmhnmmmmmm
mmgsuran schagaimana dimaksud pada aymt (2) dan avat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 19

{1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 18 Peraturan Daerah ini,
diberikan tanda bukti pembayaran.

{2) Bentuk, jenis, isi dan ukuran buku p:mﬁmmdmmdahtﬂﬁpunhwmmﬁhﬂi
sehagaimana dimaksud pada ayar (1) ditetapkan oleh Bupati

Ragian Kesembilan
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 20

(1) Pelaksansan penogihan retribusi dikeluarkan sctelah 7 (tujuh) har scjak jatuh tempo
pmhmdengmnmﬁhmtmmﬂhyuwmmmlﬂmﬂmm
sobagn awal lindokan pelaksanaan penagihan.

(Iijn}angkawahmT{mjuh]MﬁMWmmwpmngﬂmvﬂnﬂHnymg
sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

(3) Sural (eguran/penycloran atau sural lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Pejabat yang ditimjuk.

Pasal 21

Henuk-benuk formulir vang dipergunakan untuk pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah
sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) ditetaphan oleh Bupati.
Ragian Kesepuluh
Masa Retribusi

Pasal 22
(1) Masa reiribusi berdaku 5 (lima) tahun scjak ditetaphkannya izin.

(Z) Masa schapaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) ditetapkan sctiap kali kegiatan
(1} Masa retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (4) berlaku 1 (satu) tahun

BAB TV
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 23
{1) Pejabat Pegawai Negeni Sipil tertentu di ling Pemerintah Daerah diben wewenang

1'dana yang berlaku
(7} Wewenang Penvidik schagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah -

a, Menenma, nmmm,mmgmr:pulkmﬁmmmnhhkﬂnﬁngmmhpmmtmhuﬂu
dmtgmhndakpidmadihidmuﬂehihusiﬂumhwkﬂﬁmmupmm
tersebut menjadi lengkap dan jelas;

h. Mencliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atan badan
1mtmgkehmmp-u+mmmmdihkukmmhmamdaangmﬁmdﬂ[ﬂdma
Retribusi Diacrah terscbul;

c. limmkumngmdmhhmhkhdmmprﬂmhmbadmnhuhm
dengan tindak pidana di bidang retnibus,.

d. Memeriksa buku-buku, catstan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang retribusi;



€. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatsn
dan dokumen-dokumen lam serts melakukan penyitaan terhadap bahan buks terscbat:

[ Meminta banman tenaga ahli dalam rangka sescorang pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusgi Daerah;

2 Menyuruh bethenti, mclarang sescorang meninggalkan ruangan atau tempai pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung don memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa schagaimana dimaksud pada huruf o;

h. Memotret seseorang vang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa schagai tersangka atau

k. Melakukan tindakan yang perfu untuk kelancaran penyidikan dimulainva penyidikin
tindak mdana di  bidang Rembusi Daserah  menurst  hukum  yang  dapat
dipertanggungjawabban,

(3) Pemyrdikan schagaimana dimaksud pada ayal (1) memberitahukan dimulainya penyidikan
dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan
vang dhatur dalam Peraturan Perundang-undangan Hukum Acara Pidana vang berlaku,

BAB V
EETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1} Pelangparan terhadap ketenmuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 avat (1) Peraturan
Dacrah ini dikenaksn Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebhanvak-
tanyaknya Rp. 5,000,000~ (lima juia rupiah),

(2) Wajib Retibusi yang tidak melaksanakan kewajiban schinggs merugikan keuangan
Daerah, diancam hukumin kunungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlab retnbusi yang terutang,

(3) Timdak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) adalah Pelanggaran.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

(1) Dengan dibcrlakukannya Peraturan Dacrah inl, maka Peraturan Dacrah Kabupaten
Daerah Tingkat II Klaten Nomor 4 Tahun 1990 tentang Tlsaha Rekreasi dan Hiburan
Umum dan Peraturan Dagrah Kabupaton Dacrah Tingkat 11 Klaten Nomor 9 Tahun 1992
fenfang Pengusahaan Obyek Wisata Daerah Tingkat I di Kabupaten Daerah Tingkat 11
Klaten serla ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Dacrah ini dinvatakan
theabut dan tdak berlaku lagi.

(2} Semua izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan di Bidang Kepariwisataan vang
Iciah acda, masih berlaku sampai habls masa berlakunya dalam jangka wakiu paling
lambat 24 (dua puluh empat) bulin harus sudih menvesusikan ketentuan  dalam
Peraturan Dagrah inl.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTLUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup dister dalam Peramran Daerah ind, sepanjang mengenai
pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



Pasal 27
Feraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daceah i
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten,

Drundinpgkan i Flasten
pada tanggal 20 Juni 2002
O ThES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2002 NOMOR 23 SERI ©




PENJELASAN

PERATIURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 19 TAHUN 2002

FENTANCG

IZIN FENYELENGGARAAN DI BIDANG KEPARIWISATAAN

PENIELAS AN UMUNM.

Scbagai tindak linjut dai Undang-undang Nomor 22 tahun 1900 tentang
Pomerintahan Dacrah dan Peraturan Pemerintah Nomer 25 Talum 2000 fentang
kewenangan Pemerntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah (Honom, serta
Poraturan Pemenintah MNomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Poranghat
Dagrah, Pemenintah Kabuopaten Klaten telah menetapkan SOT Perangkat Daerah dan
termasuk didalommya adalah  pembentukan Susunan Orgamisasi dan Tata Kerja Kanlor
ﬁmymmmmmDMKmEnMNmﬂ
Tahun i,

Dengon  diberdakukannya 80T Perangkai Daerah baro dimaksud, membawa
konsckwensi  porubahan fugas-tugas dan kowonangan yang tadinya  ditangani olch
Pemerintsh  atan  Pemnerintah  Propingi wajib  ditangani  oleh Pemerintah Kabupaten
Klaten, schingga Pemerintah Kabupaten Klaten perlu untuk segera mempeorsiapkan
landlasan Hukum untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan kewenangan dimaksud.

Khummmmkwmhdmgkwﬁﬂmmmm
ICmgZell L ya,

Schubungan dengan hal terscbul dialas, maka dengan mengacu pada Undang-
undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepanwisataan don Peraturan Pemenintah Nomor
&7 Tabhun 1996 ieniang Penyclonggarasn Kepariwisstaan, Pemerintah Kabupaton Klaten
menetapkan Peraturan Dacrah Kabupaten Klaten tentang Izin Penyelonggaraan Ih
Bidang Kepariwisataan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas,
Pasal 2 cukup jelas.
Pazal 3 cukup jelas.
Posal 4 cukup jelas.
Pasal 3 cubup jelas,
Pasal 6 cukup jelas.
Pasal 7 cukup jelas.
Fasal 8 cukup jolas.

Pasal 9 cukup jelas.



Puass]
Pasal
Pazal

Pasal

Pasal
Iasal
Pasal
Pasal
Fazal
Pagal
Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Paszal

10
11
12
13
14
I3
16
17
18
19
2
21
22

23

25

cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jelas.

culkup jelas.
oukusp jelas,
cukup jelas.
cnkup jelas
cukup jelas,
cukup jelas.
cukup jelas.
cukup jolas.

vukup jelas,
cukup jelas.



LAMPIRAN Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
MNomor 19 Tahun 2002 tentang [zn

Penyelenggaraan I Bidang
Kepariwisataan
DAFTAR TARIF
RETRIBUS] 1ZIN PENY ELENGGARAAN DI BIDANG KEPARITWISATAAN
NO JENIS USATIA BESARNYA | KETERANGAN
RETRIBLS]
1 Y 3 4
L LSAHA JASA PARTWISATA
I 1. Jasa Biro Perjalanin Wisata Rp. 250.000,- | Per tzm
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata Rp. 200.000,- | Per izin
3, Jasa Pramuwisata Rp. 50.000,- | Per izin
4. Jasa Konvensi, Perjalanan Insentil dan
Pameran Rp. 100,000, - | Per 1
5. Jasa Impresariat | Rp.  100.000,- | Per izin
6. Jasa Konsulian Pariwisata Rp. 100.000,.- | Per izin
7. Jasa Informas: Parwisata Bp. 100.000,- | Per izn
II. PEMNGUSAHAAN OBYEEKE DAN DAYA
TARIK WISATA
1. Obyek Wisata dan Daya Tark Wisata
Alam
a. Pemandangan Alam dan atan Buatan | Ep. 250.000,- | Per 12n
b. Duman, Waduk dan Sungai Rp. 250,000, | Per izin
¢ (Goa-goa Ep. 200,000,- | Per izn
d.  Taman-laman Rp. 250,000,- | Perizin
¢ Hutani Rp. 250,000,- | Per izin
f Kebun Binatang dan atau Kebun | Rp. 250.000,- | Per ixin
Raya |
2. Obyek Wisata dan Daya Tank Wisata '
| Budaya
| a.  Peninpealan Sejarah dan Purbakala Rp. 125.000),- | Per izin
b.  Art Galery Rp.  125.000,- | Per izin
3. Usaha Obyvek Wisata Daya Tank Wisata | Kp. 100,000~ | Per izn
Minat Khuosus
4. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
a Bar Rp. 250.000,- | Per izin
b  Café Rp.  200.000,- | Por izin
c. Pub Rp. 250.000,- | Per 1zn
d, Bioskop Rp. 250.000,- | Per izn
¢. Rumah Billiard { Bola Sodok) K. ziu.mm.- Per 1zin
f. Rumash Billard (Bola Sodok) Rp. 25, Per Meja / tahun
0. Pant Pijat Rp. 200, ﬁﬂﬂ,- Per izin
h.  Panti Pijat Rp. 15,000y~ | Per kamar / tahun
i,  Permainan Hiburan Rp. 200.000,- | Per izin
3. Permaman Hiburan Hp. 15.000,- | Per Unit / tahun
k. Flay Station Ep. 100,000~ | Per izn
L Play Station Ep. 10.006),- | Per Unit / tahun
m. Dunia Fantasi Rp. 150,000,- | Tiap fasilitas
n.. laman Satwa dan Pentas Salwa Ep. 200.000,- | Per izin
o. Pentas Satwa Rp. 10.000,- | Per Han
p.  Gelanggang Renang Rp. 100.000.- | Per fzin
g. Kolam Memancing Rp. 100000, - | Per inn
r.  Bala Perternuan Umnum Besar Rp. 250.000,- | Per izin




2 3 4
s«  Balai Pertemuan Umum Kecil Ep 50.000,- | Per izin
L Barbershop Hp. 100,004, | Per izn
o Salon Rias Rp. 100.000,- | Per 1xin
v,  Taman Rekreasi Bp. 150,000, | Per tzm
w. Hiburan Keliling / Pasar Malam Rp. 200.000,- | Per Izin
x.  Hiburan Keliling / Pasar Malam Ep. 5.000,~ | Per Unit / malam
v.  Pemtas Musik Rp. 75,001, - | Per Kegiatan
Z  Pentas Salwa Rp. 10,000,- | Per Hari
| as. Olah Ragn Komersial Besar Hp. 75.000,- | Per Kegiatan
| bb., Olah Raga Komersial Kecal Ep. 50,000, | Per Kegiatan
|
| ML | USAHA SARANA PARTWISATA
; 1. Penvedizan skomodasi
, a. Hotel
= Hotel Bintang 11 15:3 300.000,- | Per Lzn
- Hotel Bintang 1 Ep. 30.000,~ | Per Kamar/Tahun
- Hotel Bintang 1 Rp. 250,000, - | Por Lan
- Hotel Bintang ! Rp. 25.000,- | Per Kamar/Tahun
- Hotel Melati 1T Ep. 200.000,- | Per Ian
= Hotel Mclati ITl Rp. 20.000,- | Per KamarTahun
= Hotel Melati 1T Ep. 150.000,- | Per Ian
- Hotol Melati 11 Ep. 15.000,= | Per Kamar/Tahun
- Hotel Melati | Rp. 100.000,- | Per zin i'
- Hotel Melati 1 Hp. 10,000, | Per amarTahun |
b.  Usaha Pondok Wisala
- Pondok Wissta Lingkaran Bira Rp.  200.000.- | Per Izin
= Pondok Wisata Lingkaran Kuning | Rp. 150.000,~ | Per lzin
- Pondok Wisata Lingkaran Merah Rp. 100.000,~ | Per Lzin
¢. Usaha Bumi Perkemahan
- Perkemahan Kelas Ideal Rp. 200,000,- | Per an
- Perkemahan Kelas Lengkap Rp. 150.000,- | Per izin
= Perkemahan Kelas Sedang Ep. 100.000,- | Per izin
- Perkemahan Kelas Sederhana Hp. LOGLO00, - | Per 1zmn
2. Usaha Penyediaan Makan Dan Minum
a. Restoran/Rumah Makan
- Piring Emas Kp.  250.000,- | Per Izn
- Piring Perak Rp. 200.000,~ | Per Izn
- Piring Perungzgu Rp. 150,004, - | Per Inin
b, Jasa Boga
- Kelas A Rp. 200.000,- | Per Izin
- kelas B Ep. 150,000, | Per Lzin
-Kelas C Rp.  100.000,- | Per Izin
3. Usaha Penyediaan angkutan Wisata Rp.  250.000,- | Per Izn
4. Usaha Sarana Wisata Tirla Rp. 200.000,- | Per Izn




